BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial, sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoenesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 15);

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 26),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26
Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor
26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bangli
Tahun 2017 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambah 2 (dua)
angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bangli.

3. Bupati adalah Bupati Bangli.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya  segala  bentuk  kekayaan = yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah  yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh
sekretaris daerah  yang mempunyai  tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,
PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat PPKD yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja
dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/badan
keuangan, pendapatan dan aset daerah selaku
bendahara umum daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan
anggaran PD.

Dokumen  Pelaksanaan Anggaran PPKD yang
selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen
pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan
selaku bendahara umum daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang
selanjutnya  disingkat = DPA-SKPD  merupakan
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga
dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan
Hukum Indonesia yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus
yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial.

Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang
dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan
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sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak
krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena
alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima
hibah.

18. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan  untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.

19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah,
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Bupati dapat memberikan hibah sesuai kemampuan

keuangan daerah kepada:

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah lainnya;

c. badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah; dan/atau

d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia.

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali:

1. kepada pemerintah pusat dalam rangka
mendukung penyelenggaraan pemerintahan
daerah untuk keperluan mendesak sesuai
dengan  ketentuan = Peraturan Perundang-
undangan; dan/atau

2. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-

wwuw.jdih.banglikab.go.id



http://www.jdih.banglikab.go.id/

undangan.

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah
dalam  mendukung terselenggaranya  fungsi
pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan;
dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan
kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya
berada di daerah.

(2) Hibah  kepada  Pemerintah Daerah  lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
b diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(3) Hibah  kepada badan usaha milik negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah
yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah
Pusat sesuai dengan  ketentuan = Peraturan
Perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan
kepada :

a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela
dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan;

b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial
yang telah memiliki surat keterangan terdaftar
yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau

Bupati;
c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat
sosial kemasyarakatan berupa kelompok

masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya
diakui  oleh  pemerintah  pusat dan/atau
Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau
penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau
kepala satuan kerja perangkat daerah terkait
sesuai dengan kewenangannya; dan

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi
persyaratan mencakup :
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6)

1. koperasi aktif serta memiliki perangkat
organisasi yang terdiri dari pengurus dan
pengawas dengan periode yang masih berlaku
sampai akhir tahun dan diketahui oleh
Perangkat Daerah yang menangani Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah  Provinsi/
Kabupaten/Kota;

2. telah berbadan hukum yang dibuktikan
photocopy akta pendirian dan pengesahan
badan hukum koperasi;

3. telah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) dan
[jin Usaha yang terkait dengan jenis usaha
koperasi;

4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama koperasi;

5. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2
(dua) kali  berturut-turut dan  dinilai
kesehatannya oleh Perangkat Daerah yang
membidangi koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan
nilai minimal cukup sehat;

6. pengurus/pengelola koperasi mempunyai
sertifikasi kompetensi atau pernah mengikuti
pelatihan perkoperasian;

7. telah mendapatkan persetujuan rapat anggota
dan/atau rapat pengurus yang dibuktikan
dengan hasil keputusan rapat/notulen rapat;

8. asset koperasi di luar tanah dan bangunan
maksimum Rp 1.000.000.000 (satu milyar
rupiah);

9. Hibah kepada koperasi adalah penguatan
modal koperasi;

10. Hibah modal kepada koperasi maksimum Rp
250.000.000 (dua ratus lima puluh juta);

11. proposal koperasi yang diajukan ditembuskan
dan mendapat dukungan dari Perangkat
Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah wilayah /binaan
Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud

pada ayat 5 huruf c yaitu sebagai berikut:

a. untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang
pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan,
pengesahannya atau penetapannya cukup dengan
mengesahkan surat keputusan dimaksud oleh
Instansi vertikal atau PD terkait sesuai dengan
tupoksi; dan

b. untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang
dibentuk tidak berdasarkan Surat Keputusan,
maka yang disahkan oleh instansi vertikal atau PD
terkait  adalah struktur  organisasi  yang
bersangkutan diketahui oleh Perbekel/Lurah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan  hukum  perkumpulan, yang telah
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mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;

b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala
desa setempat atau sebutan lainnya; dan

c. berkedudukan dalam = wilayah  administrasi
Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga
yang berkedudukan di luar wilayah administrasi
Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah
pemberi Hibah.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia;

b. berkedudukan dalam = wilayah  administrasi
Pemerintah Daerah; dan

c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi
Pemerintah Daerah.

6. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu
dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada
individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat
penyusunan APBD.

(2a) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari
calon penerima dan/atau atas usulan kepala PD.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila  ditunda
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial
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(4)

yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga
yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran
yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Ketentuan ayat (8) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(S)

(6)

(8)

Pasal 42

Penerima bantuan sosial berupa uang
menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan
kepada Kepala PD/Unit Kerja terkait.

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara

formal dan material atas penggunaan bantuan sosial

yang diterimanya.

Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan

sosial, meliputi :

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima
bantuan sosial, format penggunaan bantuan sosial
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima telah
digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang bagi penerima
bantuan sosial berupa barang.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan

kepada Bupati melalui Badan Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah selaku PPKD paling lama tanggal 10

bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali

ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh

penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Penerima bantuan sosial berupa barang

menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial

kepada Kepala Daerah melalui kepala PD/Unit Kerja
terkait.

Jika penerima bantuan sosial berupa uang tidak

dapat merealisasikan kegiatan sampai tanggal 31

Desember tahun berkenan maka terhadap sisa uang

yang belum direalisasikan sampai tanggal 31

Desember tahun berkenan dikembalikan ke Kas

Daerah.

Jika  penerima bantuan sosial tidak/belum

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), maka penerima bantuan sosial tidak dapat
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menerima bantuan sosial baik uang maupun barang
dalam rentang waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Nopember 2019
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 27 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,
ttd
IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 40

Sa n,m-s&iual dengan aslinya
< N HUKUM DAN HAM

WAERAH KABUPATEN BANGLI,

NIP. 19681231 199710 1 003
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